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Abstract
The implementation of SAMSAT (One stop Administrative System) Corner program
makes taxpayers greatly assisted. This is because the service in the SAMSAT Corner is
provided until night time. However, behind the good service system in SAMSAT Corner, of
course, there are still some shortcomings starting from a lack of rules or legal grounds about
SAMSAT Corner to services which still give unfair selection treatment of customers.
The purpose of this study was to know forms of service of SAMSAT Corner and to
know ideal models of tax payment services based on the input of the community. This study
used a qualitative descriptive method to obtain data, the writer made observations by watching
directly the phenomena happening in the field and conducted in-depth interviews with resource
persons associated with SAMSAT Corner service system and taxpayers as service users of
SAMSAT Corner.
The findings showed that were several innovations suggested by the community, they
are, SAMSAT Banking, SAMSAT Go To Village Program and SAMSAT Drive Thru. Beside that
there are very important obstacles from this study, there are still brokers as main comprtitors for
the innovation of SAMSAT.
Keywords: Obstacles of SAMSAT, Community Inovation, Public Service Quality
21. PENDAHULUAN
Manusia pada dasarnya membutuhkan
pelayanan, bahkan dapat dikatakan
pelayanan tidak terpisahkan dalam kehidupan
manusia. Dalam kehidupan bernegara, warga
negara tentunya membutuhkan pelayanan
dari para aparatur negaranya yang biasa
disebut dengan pelayanan publik (public
services). Pelayanan publik yang ideal
merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh pemerintah kepada warga
negaranya agar dapat terselenggaranya
pemerintahan yang baik (Good Governance)
dan pemerintahan yang bersih (Clean
Government).
Dewasa ini, pemerintah harus dapat
meningkatkan pelayanan publik baik dari segi
kualitas maupun kuantitas, seiring dengan
tuntutan dari masyarakat maupun perubahan
dari pemerintah sendiri. Hal ini membuat
pemerintah harus memiliki standar pelayanan,
dan  dapat melayani masyarakat secara
profesional. Tentunya hal ini menimbulkan
mindset pemerintah bukan melayani dirinya
sendiri melainkan melayani kebutuhan
masyarakatnya agar dapat mencapai tujuan
bersama dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Pelayanan publik yang profesional masih
menjadi sebuah isu yang kerap muncul
dipermukaan, ini artinya pelayanan publik
tidak hanya terfokus pada efektivitas maupun
efisiensi, tetapi pelayanan publik yang tidak
memihak pada satu kelompok.
Profesionalisme pelayanan publik harus
mengedepankan kepentingan masyarakat
dari kepentingan individu maupun kelompok.
Perubahan perilaku budaya dari perilaku
seorang penguasa menjadi perilaku pelayan,
atau dari perilaku berkuasa menjadi perilaku
melayani. Hal ini menjadi tujuan dari reformasi
pelayanan publik untuk menerapkan Clean
Government dan Good Governance. Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
sebagai organisasi yang selalu berhadapan
dengan publik. Sudah seharusnya organisasi
publik melayani dengan sebaik-baiknya dan
mencapai kepuasan masyarakatnya. Untuk
mendekatkan pelayanan serta meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas
Pendapatan Provinsi Bali mengembangkan
inovasi layanan SAMSAT Corner.
Adanya inovasi SAMSAT Corner juga
dibuat untuk mengurangi wajib pajak yang
datang ke Kantor Bersama Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap (KB
SAMSAT). Hanya saja, dengan adanya
SAMSAT Corner ternyata tidak terlalu
berpengaruh terhadap hal tersebut.
Partisipasi dari masyarakat dalam melakukan
inovasi pembayaran pajak kendaraan
bermotor sangat diperlukan. Hal ini
dikarenakan agar inovasi tersebut tidak dinilai
sebagai inovasi setengah hati dari pemerintah
maka inovasi tidak hanya dari pemerintah
namun dibutuhkan masukan dan inovasi dari
masyarakat agar terciptanya sebuah proses
pembayaran pajak yang diinginkan
masyarakat.Pada penelitian ini mengangkat
masalah tentang:
1. Bagaimana bentuk pengelolaan
pelayanan di SAMSAT Corner Tiara
Dewata?
2. Bagaimana desain ideal untuk
pembayaran pajak kendaraan bermotor?
2. KAJIAN PUSTAKA
EVALUASI KEBIJAKAN
Evaluasi kebijakan ditujukan untuk
menilai sejauh mana keefektifan suatu
kebijakan publik guna dipertanggung
jawabkan kepada konsistuennya.
Evaluasi tidak hanya menghasilkan
kesimpulan mengenai seberapa jauh
masalah yang telah terselesaikan, tetapi
juga menyumbang pada klarifikasi dan
kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari
kebijakan, membantu dalam penyesuaian
dan perumusan masalah kembali.
Menurut William N Dunn dalam Riant
Nugroho (2009:536) istilah evaluasi dapat
disamakan dengan penaksiran
(appraisal), pemberian angka (rating) dan
penilaian (assesment). Evaluasi memberi
informasi yang valid dan dapat dipercaya
mengenai kinerja kebijakan, yaitu
seberapa jauh kebutuhan, nilai dan
kesempatan telah dapat dicapai melalui
tindakan publik. Secara umum, William N
Dunn menggambarkan kriteria-kriteria
evaluasi kebijakan publik yaitu:
1. Efektifitas berkaitan dengan apakah
suatu alternatif mencapai hasil yang
diharapkan atau mencapai tujuan dari
diadakanya tindakan.
2. Efisiensi merupakan jumlah usaha yang
diperlukan untuk meningkatkan
efektivitas.
3. Kecukupan berkenaan dengan
seberapa jauh suatu tingkat efektivitas
memuaskan kebutuhan, nilai atau
kesempatan yang menumbuhkan
adanya masalah.
4. Kesamaan erat berhubungan dengan
rasionalitas legal, sosial dan
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usaha antara kelompok-kelompok yang
berbeda pada masyarakat.
5. Responsivitas merupakan seberapa
jauh suatu kebijakan dapat memuaskan
kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok
masyarakat tertentu.
6. Ketepatan adalah kreteria ketepatan
secara dekat yang berhubungan
dengan rasionalitas substantif.
KONSEP KUALITAS PELAYANAN
Menurut Gasper (1997:2) menyebutkan
10 hal peningkatan kualitas pelayanan yaitu:
1. Kepastian waktu pelayanan
2. Akurasi pelayanan
3. Kesopanan dan keramahan
4. Tanggung jawab
5. Kelengkapan
6. Kemudahan
7. Pelayanan pribadi
8. Variasi model pelayanan
9. Kenyamanan dalam memperoleh
layanan
10. Atribut pendukung pelayanan
KONSEP KEPUASAN PELANGGAN
Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius
Chandra (2006:130) mengemukakan empat
metode untuk mengukur kepuasan
pelanggan, yaitu:
1. Sistem Keluhan dan Saran
2. Survei Kepuasan Pelanggan
3. Ghost Shopping (Pelanggan Bayangan)
4. Analisa Pelanggan
Dari pendapat beberapa ahli maka
dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu,
kepuasan pelanggan telah menjadi konsep
sentral dalam sebuah pelayanan.
Pelanggan merupakan fokus utama dalam
pembahasan mengenai kepuasan dan
kualitas jasa. Oleh karena itu
mempertahankan pelanggan selalu lebih
baik dibandingkan dengan menarik
pelanggan baru.
3. METODE PENELITIAN
JENIS PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian deskriptif kualitatif. Metode
penelitian kualitatif menurut Sugiyono
(2005:1) adalah metode penelitian kualitatif
berbentuk pemaparan atau deskripsi berupa
kata-kata, ungkapan, pendapat dan gagasan
yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa
sumber sesuai dengan teknik pengumpulan
data. Jadi, pada penelitian yang berjudul
Evaluasi Sistem Pelayanan Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
Corner Dalam Meningkatkan Kepuasan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Tiara
Dewata ini bertujuan untuk menjelaskan
program SAMSAT Corner dan memberikan
konsep inovasi pelayanan dalam melayani
para wajib pajak kendaraan bermotor.
FOKUS PENELITIAN
Penelitian ini terfokus pada bagaimana
bentuk pengelolaan pelayanan SAMSAT
Corner di Tiara Dewata dengan berpedoman
pada UU No 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Selain itu, penelitian ini
juga memfokuskan pada inovasi untuk
pembenahan pelayanan SAMSAT Corner di
Tiara Dewata agar dapat meningkatkan
kualitas pelayanan publik lagi, karena
SAMSAT Corner di Tiara Dewata merupakan
SAMSAT Corner pertama di Bali yang
tentunya harus memiliki tingkat pelayanan
yang tidak mengecewakan.
TEKNIK SAMPLING
Teknik sampling yang digunakan pada
penelitian ini adalah menggunakan teknik
sampling Nonprobability Sampling merupakan
teknik pengambilan sampel yang tidak
memberi peluang atau kesempatan sama
bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk
dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2012: 84).
Teknik sampling ini meliputi sampling
sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh
dan snowball. Pada penelitian ini teknik
sampling yang digunakan oleh penulis adalah
teknik Sampling Snowball yaitu teknik
penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya
kecil, kemudian membesar sesuai dengan
keperluan data. Penulis juga menggunakan
purposive sampling dimana narasumber telah
ditentukan.
4. PEMBAHASAN
PELAYANAN SAMSAT
Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi
Bali kepada wajib pajak dilaksanakan dengan
sistem terpadu melalui Kantor Bersama
SAMSAT, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. Jenis penerimaan yang
dapat dipungut oleh Dinas Pendapatan
Provinsi Bali guna menambah Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Bali
adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Daerah
yang sah yaitu bersumber dari Pendapatan
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lainnya dipungut oleh unit kerja yang
membidangi.
Saat ini, Dinas Pendapatan Provinsi Bali
sudah pajak progresif kendaraan bermotor.
Pajak progresif adalah pajak yang sistem
pemungutannya dengan cara menaikkan
persentase kena pajak yang harus dibayar
sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pajak
progresif diterapkan bagi kendaraan pribadi
baik roda dua dan roda empat dengan nama
pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama.
Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda,
maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak
progresif sendiri baru dilaksanakan pada
bulan Juni 2014.
Pajak progresif dilaksanakan karena
melihat perkembangan penduduk dan jumlah
kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Bali
semakin meningkat, maka Dinas Pendapatan
Provinsi Bali membuka beberapa program
bantuan yang bertujuan untuk membantu para
wajib pajak dalam melakukan pembayaran
pajak kendaraan bermotor. Program-program
tersebut yakni:
1. Unit Pelaksana Teknis (UPT), saat ini
Dinas Pendapatan Provinsi Bali sudah
memiliki UPT sebanyak sembilan yang
terdapat di masing-masing
Kabupaten/Kota.
2. SAMSAT Pembantu saat ini sudah ada
enam yang terdapat di Nusa Penida,
Ubud, Renon, Kuta, Seririt dan Bajra.
3. Gerai SAMSAT dimana berada di
pertokoan-pertokoan yang ada di Bali,
saat ini sudah dibuka tiga Gerai SAMSAT
yaitu di Dalung, Nusa Dua dan Penatih.
4. SAMSAT Corner terletak di Supermarket.
Saat ini terdapat dua tempat pelayanan
SAMSAT Corner yaitu di Tiara Dewata
dan Carefour.
5. SAMSAT Link yang menyatu
pengelolaannya dengan Bank
Pembangunan Daerah (BPD) Bali yang
terletak di Baturiti dan Tohpati.
Selain itu, Dinas Pendapatan Provinsi Bali
sendiri ingin menambah SAMSAT Link di
Kubu Tambahan-Singaraja, Pupuan-Tabanan
dan Gilimanuk-Negara. Kelebihan lainnya
yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi
Bali adalah lengkapnya sarana dan prasarana
yang tersedia.
Hal ini dibuktikan dengan hasil survei
yang dilakukan oleh Ombudsman yang
menggolongkan Dinas Pendapatan Provinsi
Bali berada di zona hijau atau kepatuhan
tinggi terhadap pelaksanaan pelayanan publik
berdasarkan UU No 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik dengan nilai 870. Selain
berdasarkan survei dari Ombudsman, nilai
yang cukup baik juga didapatkan oleh Dinas
Pendapatan Provinsi Bali berdasarkan survei
dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Bali tahun 2013 berdasarkan
Keputusan Menpan KEP/25/M.PAN/2/2004 di
masing-masing UPT se-Bali. Berdasarkan
hasil survei tersebut UPT se-Bali memperoleh
hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
dengan rata-rata nilai Baik kecuali UPT
Singaraja yang memperoleh nilai Sangat Baik.
Hal ini tentunya dapat dikatakan bahwa
pelayanan yang dilakukan oleh Dinas
Pendapatan Provinsi Bali sudah cukup baik.
Tetapi fakta berbeda didapat oleh penulis di
Kantor Bersama SAMSAT yaitu kurangnya
pengawasan terhadap sarana dan prasarana
yang ada. Seperti halnya ruang menyusui
yang disalah gunakan oleh para wajib pajak
menjadi tempat melakukan pengisian formulir
dan tempat menunggu oleh para wajib pajak.
Dari segi penyedia jasa berupa calo
masih juga terus digunakan oleh Wajib Pajak.
Bahkan calo-calo tersebut dapat masuk ke
dalam Kantor Bersama SAMSAT, padahal
sudah dibeikan tulisan daerah bebas calo.
Selain itu, bahkan satpam yang bekerja di
Dinas Pendapatan Provinsi Bali pun juga
dapat menjadi calo.
Adanya calo-calo seperti ini, tentunya
akan sangat menjadi pesaing utama bagi
perkembangan inovasi SAMSAT lainnya.
Selain itu juga, wajib pajak tentunya
mendapatkan posisi yang dirugikan, karena
jasa calo tentu lebih mahal daripada
mengurus SAMSAT sendiri.
Harus adanya pengawasan dan aturan
secara tertulis untuk dapat mengurangi calo-
calo yang ada di Kantor Bersama SAMSAT.
Jika tidak segera diatasi maka tentunya
pandangan masyarakat terhadap birokrasi
dalam pengurusan SAMSAT akan semakin
buruk. Selain itu akan menimbulkan sebuah
wacana berupa pengurusan SAMSAT melalui
calo lebih mudah dibandingkan mengurus
sendiri.Sistem pelayanan yang digunakan
oleh SAMSAT Corner sendiri menggunakan
sistem shift, sehingga dapat melayani wajib
pajak hingga malam hari. Kelebihan lain dari
adanya SAMSAT Corner adalah
berkurangnya para wajib pajak yang datang
ke Kantor Bersama SAMSAT sehingga para
wajib pajak yang datang ke Kantor Bersama
SAMSAT mendapat pelayanan yang cukup
cepat dari sebelumnya.
Selama satu tahun berdirinya SAMSAT
Corner yang berada di Tiara Dewata masih
5memiliki beberapa kekurangan, yaitu:
SAMSAT Corner hanya dapat melayani
pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK) satu tahun saja, tidak melayani
perpanjangan lima tahun, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB) maupun
keluhan terhadap pendataan pajak.
Kekurangan kedua dalam penerapan
SAMSAT Corner di Tiara Dewata ini adalah
belum adanya sistem jaringan komunikasi
yang memadai. Hal ini menjadi sangat
penting, karena SAMSAT Corner akan
berjalan dengan lancar jika ada jaringan yang
baik. Kendala ini cukup sering terjadi baik
kerusakan alat atau sarana komunikasi yang
belum dapat diselesaikan segera oleh
petugas. Kekurangan lainnya adalah tidak
adanya aturan seperti Undang-Undang atau
Pergub serta SK Kepala Dinas tentang
SAMSAT Corner ini. SAMSAT Corner hanya
berpacu pada Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah. Kekurangan lainnya adalah
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
sehingga masyarakat kurang mengetahui
jenis layanan yang disediakan maupun sistem
pelayanan pajak progresif di SAMSAT Corner.
Analsis Program Inovasi SAMSAT Corner.
Pada penelitian ini penulis melakukan analisis
SWOT untuk melakukan peramalan mengenai
kondisi sebuah inovasi program yang
diterapkan. Berikut merupakan hasil analisis
SWOT di SAMSAT Corner:
Faktor-faktor Strategik Internal    Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap
(SAMSAT) Corner
Faktor-Faktor Strategik Internal
Kekuatan (S):
1. Program Pemerintah
2. Adanya dukungan dana
3. Jumlah pegawai di Dispenda yang
cukup banyak yaitu sebanyak 766
4. Koordinasi antar lembaga Dispenda,
Jasa Raharja, BPD Bali dan
Kepolisian yang cukup baik
5. Memiliki sasaran yang jelas yaitu
Wajib Pajak
6. Memiliki sistem pelayanan yang
cukup baik bedasarkan hasil survei
Ombudsman dan Biro Organisasi
Setda Bali
7. Waktu pelayanan hingga malam hari
8. Sudah memiliki sertifikat ISO
Kelemahan (W)
1. Kurangnya sosialisasi progam
2. Hanya melayani satu jenis pelayanan
3. Kurangnya jumlah pegawai yang di
tugaskan di SAMSAT Corner yaitu 7
orang
4. Tidak tepat waktu dalam pembukaan
jam layanan
Faktor-Faktor Strategik Eksternal
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
(SAMSAT) Corner
Faktor-Faktor Strategik Eksternal
Peluang (O)
1. Letaknya strategis yaitu di
Supermarket
2. Waktu penyelesaian layanan lebih
cepat
Ancaman (T)
1. Tidak ada dasar hukum tentang
SAMSAT Corner
2. Banyaknya calo yang ada di Kantor
Bersama SAMSAT
3. Tidak ada petugas khusus untuk
menangani kendala operator
4. Masih terbukanya kesempatan untuk
melakukan nepotisme
Pada tabel SWOT di atas dapat dikatakan
bahwa faktor internal terpenting sebagai
kekuatan adalah adanya koordinasi yang baik
antara keempat lembaga yang menangani
SAMSAT Corner yakni Dinas Pendapatan
Provinsi Bali, PT.Jasa Raharja, Kepolisian
dan BPD Bali. Hal ini dirasa menjadi faktor
yang paling penting karena dengan koordinasi
yang baik maka tidak akan mungkin terjadi
kesalahan dalam pelayanan SAMSAT.
Faktor kelemahan yang terpenting pada
analisis di atas adalah pelayanan SAMSAT
Corner yang hanya melayani satu jasa
layanan saja yakni perpanjangan STNK satu
tahun saja. Hal ini tentunya membuat tujuan
dari dibuatnya Corner yaitu untuk mengurangi
Wajib Pajak (WP) yang datang ke Kantor
Bersama SAMSAT menjadi tidak tercapai.
Faktor inilah yang menyebabkan masih
banyaknya WP yang datang ke Kantor
Bersama SAMSAT.
Berdasarkan peluang pada faktor
eksternal yang menjadi faktor terpenting
adalah waktu pelayanan yang cepat. Hal ini
menyebabkan para WP tidak perlu menunggu
terlalu lama lagi untuk mengurus STNK.
Faktor ini juga dapat dikatakan menjadi
senjata utama dari adanya SAMSAT Corner.
Pada faktor eksternal lainnya yaitu ancaman,
menurut keadaan dilapangan hal terpenting
adalah masih adanya banyak calo yang
berada di Dinas Pendapatan Provinsi Bali.
Jika masih banyak terdapat ada calo, maka
dirasa inovasi apapun akan percuma untuk
diterapkan, sehingga sangat diperlukannya
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tersebut.
Untuk dapat mengurangi kelemahan dan
menangani ancaman maka diperlukan
beberapa inovasi yang harus dilakukan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
oleh penulis, terdapat beberapa inovasi yang
akan dilakukan oleh pemerintah dan
beberapa inovasi yang ingin diterapkan oleh
masyarakat.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan
penulis kepada para wajib pajak ada
beberapa inovasi yang diberikan dalam
pembayaran pajak kendaraan bermotor, yaitu:
1. SAMSAT Banking
SAMSAT Banking ini dapat memudahkan
para wajib pajak dalam melakukan
kewajibannya. Dinas Pendapatan bisa
bekerjasama dengan pihak bank milik
pemerintah, sehingga para wajib pajak bisa
membayar pajak melalui ATM dan tidak perlu
mencari lokasi tempat pembayaran pajak
yang disediakan oleh Dinas Pendapatan
Provinsi Bali. Dimana pada SAMSAT Banking
ini menggunakan sistem pembayaran pajak
melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri).
Skema SAMSAT Banking
Pada SAMSAT Banking ini WP tidak perlu
datang ke Kantor Bersama SAMSAT. Namun
sebelumnya WP harus melakukan update
data terlebih dahulu dan sekaligus melakukan
pendaftaran penggunaan ATM pajak. Pada
tahap update data tersebut dilakukan
pendataan progresif. Hal ini dilakukan agar
pajak progresif dikenakan pada WP yang
tepat.
Wajib pajak bisa datang langsung ke
mesin-mesin ATM  dan dapat memilih
layanan. Layanan akan tersedia di mesin
ATM sehingga layanan yang disediakan tidak
hanya satu layanan saja. Setelah itu WP
hanya tinggal melakukan transaksi
pembayaran dan STNK akan dapat selesai
dan keluar melalui mesin ATM. Dengan
adanya SAMSAT Banking ini juga dapat
menghindari pungutan liar dan menghindari
pengurusan SAMSAT  melalui calo. Hal ini di
karenakan tidak adanya pertemuan antara
WP (Wajib Pajak) dengan penyelenggara
layanan. Para WP akan datang ke ATM untuk
melakukan pembayaran dan STNK akan
langsung jadi di tempat. Hal ini menjadikan
para penyedia layanan tidak lagi dapat tebang
pilih WP dalam pelayanan SAMSAT.
2. SAMSAT Masuk Desa
SAMSAT Masuk Desa yang dimaksud
adalah pelayanan SAMSAT yang menuju ke
wilayah yang lebih kecil dari Kabupaten.
Masyarakat yang dalam hal ini para wajib
pajak lebih dekat dengan kecamatan, desa
atau kelurahannya dibandingkan kabupaten
atau kotanya. Selain itu, program ini juga
dirasa dapat terus memantau data para wajib
pajak, sehingga data yang diperoleh dari
Dinas Pendapatan merupakan data terbaru.
Inovasi ini dapat digambarkan pada skema
sebagai berikut:
Skema Pembayaran
SAMSAT Masuk Desa
Pada inovasi ini, pelayanan SAMSAT
dibuka di kantor desa atau kelurahan. Hal ini
dinilai cukup efektif untuk dilaksanakan,
karena masyarakat pada umumnya
melakukan pengurusan administrasi paling
dekat dengan desa atau kelurahannya. Selain
itu, Dinas Pendapatan Provinsi Bali sendiri
dapat melakukan pendataan kendaraan
melalui Kantor Desa/Lurah yang ada,
sehingga data yang di dapat menjadi data
terbaru dan meminimalisir kesalahan
pendataan kendaraan bermotor.
3. SAMSAT Drive Thru
Pada penelitian ini juga didapatkan
inovasi yang juga dapat dilaksanakan di
SAMSAT Corner secara sekaligus yaitu
SAMSAT Drive Thru. Melihat banyaknya calo
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sehingga dirasa sangat perlu berbagai inovasi
yang dapat mempercepat proses pelayanan.
SAMSAT Drive Thru ini dibuat untuk dapat
melayani para WP khususnya para pengguna
mobil. Hal ini dibuat agar para WP tidak perlu
turun lagi dari kendaraannya untuk mengurus
SAMSAT dan tidak menghabiskan lahan
parkir dan tentunya tidak mengganggu
pelanggan Supermarket. Selain itu juga untuk
dapat mempersingkat waktu pertemuan
antara WP dengan penyedia jasa layanan.
SAMSAT Drive Thru tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut:
Skema Pembayaran Pajak
SAMSAT Drive Thru
Pada bagan SAMSAT Drive Thru di atas
dapat dijelaskan bahwa WP akan datang
terlebih dahulu ke KB SAMSAT, dimana WP
pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran.
Setelah itu, WP akan melakukan pendataan
pajak dimana pendataan dilakukan agar
ketika melakukan pembayaran pajak tidak
salah. Tahap selanjutnya adalah penetapan
pajak, dimana tahap ini harus dilakukan
dalam melakukan penetapan pajak progresif.
Setelah itu, para WP hanya tinggal datang ke
SAMSAT Drive Thru. Pada SAMSAT Drive
Thru akan ada tiga loket. Pada loket pertama
adalah tempat penyerahan berkas seperti foto
copy KTP, STNK dan BPKB. Setelah itu, WP
menuju loket kedua yaitu tempat melakukan
transaksi pembayaran. Pada tahap terakhir,
WP hanya tinggal mengambil STNK yang
telah selesai.
Keberadaan SAMSAT Corner sebenarnya
sudah sangat membantu para WP untuk
melaksanakan kewajibannya. Hanya saja
diperlukan peran pengawasan yang harus
dilakukan oleh Pemerintah untuk tetap
konsisten akan inovasi  dan program yang
diterapkan oleh Pemerintah sendiri. Inovasi
tidak hanya harus dari Pemerintah saja,
melainkan Pemerintah dapat menampung
aspirasi masyarakat untuk inovasi
pembayaran pajak.
Terdapat beberapa masalah seperti
halnya belum adanya kesamaan pelayanan
dan dasar hukum tentang SAMSAT Corner,
belum adanya tenaga yang dapat mengatasi
gangguan sistem di SAMSAT Corner,
kurangnya pengawasan perlengkapan di
Kantor Bersama SAMSAT, hingga kebebasan
calo yang selama ini merupakan pesaing
utama bagi program Dinas Pendapatan
Provinsi Bali yaitu Corner.
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan didapat tiga inovasi dalam
pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu
SAMSAT Banking, SAMSAT Masuk Desa dan
SAMSAT Drive Thru. Dari ketiga inovasi
tersebut didapatkan sebuah new model
pembayaran pajak kendaraan bermotor yang
ideal untuk diterapkan oleh Dinas Pendapatan
Provinsi Bali adalah SAMSAT Masuk Desa.
Hal ini dikarenakan SAMSAT Masuk Desa
dapat memudahkan masyarakat yang tinggal
jauh dari pusat pemerintahan. Selain itu
SAMSAT Masuk Desa juga tidak
menggunakan sistem yang terlalu modern
SAMSAT Banking, WP hanya  tinggal datang
ke Kantor Desa jika ingin SAMSAT. Jadi
sistem seperti ini dapat menjangkau kalangan
WP yang tidak terbiasa menggunakan ATM.
5. PENUTUP
KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang didapat,
peneliti menyimpulkan bahwa:
1. Pengelolaan pelayanan yang dilakukan
oleh Dinas Pendapatan Provinsi Bali
sudah cukup baik. Dapat dilihat dari
beberapa parameter yang digunakan
sebagai alat ukur kualitas pelayanan
publik. Berdasarkan indikator dari kualitas
pelayanan publik maka dapat dikatakan
pada penyelenggaraan SAMSAT Corner
sudah cukup baik, dengan adanya
SAMSAT Corner, para WP yang bekerja
hingga sore hari dapat melakukan
pembayaran pajak di malam hari. Hanya
saja terdapat kendala yang sampai saat
ini belum dapat diatasi oleh Dinas
Pendapatan Provinsi Bali yaitu tidak
8adanya tenaga yang bisa mengatasi
terjadinya gangguan sistem.
2. Terdapat beberapa inovasi yang akan
diterapkan oleh Dinas Pendapatan SMS
SAMSAT dan SAMSAT Keliling.
Sedangkan ada beberapa Inovasi
pembayaran pajak kendaraan bermotor
dari WP berdasarkan hasil wawancara
yaitu SAMSAT (Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap) Delivery, SAMSAT
Banking dan SAMSAT Masuk Desa.
SARAN
Pada penelitian ini terdapat beberapa
saran untuk pembenahan sistem pelayanan
SAMSAT Corner yaitu:
1. Harus ada dasar hukum yang jelas.
Karena, jika suatu program tidak ada
dasar hukum, maka program tersebut
dapat dikatakan tidak sah untuk
dilaksanakan. Penulis merekomendasikan
agar Pemerintah Daerah khsusunya Biro
Hukum dan HAM Provinsi Bali serta peran
dari DPRD Provinsi Bali dapat melakukan
pengawasan terhadap dasar hukum suatu
program. Peran pengawasan fungsi dari
sarana dan prasarana harus dapat
ditingkatkan lagi. Seperti halnya ruang
menyusui yang disalah gunakan oleh para
WP . Dari segi ketertiban khsusnya dalam
penertiban calo di Kantor Bersama
SAMSAT harus lebih dijaga lagi. Penulis
merekomendasikan calo-calo yang ada di
Dinas Pendapatan Provinsi Bali di
legalkan dan membentuk satu biro jasa
yang resmi. Jadi wajib pajak dapat
membayar pajak melalui biro jasa
tersebut.
2. Pemerintah Daerah harus dapat
menghapuskan perbedaan antara
pelayanan di instansi pemerintahan
dengan instansi swasta. Dinas
Pendapatan harus lebih mengakomodir
kepentingan masyarakat selaku WP
dalam melakukan inovasi  pembayaran
pajak. Hal ini diharapkan agar nantinya
tidak ada inovasi yang justru tidak tepat
bagi masyarakat dan secara otomatis
inovasi tersebut hanya membuang-buang
anggaran daerah.
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